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PUTUSAN
Nomor 992 K/Pid/2020
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAHAGUNG
memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, telah memutus

perkara Terdakwa :

Nama : STEFANUS WINDU alias NUS;
Tempat Lahir : Kupang;

Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/6 Juni 1967;

Jenis Kelamin . Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Jhon Amalo RT 05/RW 01, Kelurahan
Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi
karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP;

atau
Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP;
Mahkamah Agung tersebut;
Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kabupaten Kupang tanggal 29 April 2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS WINDU alias NUS terbukti melakukan
tindak pidana “Persetubuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam dakwaan Pasal 285 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa STEFANUS WINDU alias NUS

dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 992 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam garis garis putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih pada bagian tengah ada
bercak darah;
- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;
Dikembalikan kepada Saksi;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 45/Pid.B/
2020/PN OIm tanggal 11 Mei 2020,yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS WINDU alias NUS tidak terbukii
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu dan
Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah
putusan ini diucapkan;

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat
serta martabatnya;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam garis garis putih;

- 1 (satu) potong celana dalam warna putih pada bagian tengah ada
bercak darah;

- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Windi Ariance Bessie;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid/2020/PN Olm
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang

menerangkan bahwa pada tanggal 18 Mei 2020 Penuntut Umum pada

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 992 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang mengajukan permohonan kasasi
terhadap Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Mei 2020 dari Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang tersebut sebagai Pemohon
Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada
tanggal 26 Mei 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi tersebut
telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Kupang pada tanggal 11 Mei 2020 dan Penuntut Umum tersebut
mengajukan permohonan kasasi tanggal 18 Mei 2020 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada
tanggal 26 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan
alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara
menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut
Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara
pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari
pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan
permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan
bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat
bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk
membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh
wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret
2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal
244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah

Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 992 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/
Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas
perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon
Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai
berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena
putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang menyatakan perbuatan
Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu atau
Dakwaan Kedua dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu dan
Dakwaan Kedua Penuntut Umum, tidak tepat dan telah salah menerapkan
hukum. Putusan Judex Facti dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang
relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, dengan pertimbangan
sebagai berikut:

- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di
persidangan, dimana perbuatan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan
sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, akan tetapi Judex Facti hanya
berdasarkan saksi a de charge saja, sehingga Terdakwa dibebaskan;

- Bahwa saksi a de charge (Saksi 5 dan Saksi 6) adalah pengajar di Paud
milik Terdakwa, sehingga ada hubungan pekerjaan karena digaji oleh
Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Korban
yang bekerja membantu Terdakwa sebagai pelayan gereja di Gereja
Bethel Indonesia (GBI) Bukit Moria, pada awalnya disuruh Terdakwa
mengambil materai di dalam lemari di dalam kamar, lalu Saksi Korban
pergi ke kamar mencari materai, tiba-tiba Terdakwa sudah ada di dalam
kamar dan mengunci pintu kamar, lalu memeluk korban dari belakang dan
membantingnya di atas ranjang, sesudah itu Terdakwa mencium leher
dan pipi korban, membuka celana pendek dan celana dalam korban
sambil tangan Terdakwa dimasukkan ke vagina korban, kemudian

Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sendiri, lalu alat
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kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina korban dan
menggerakkan pantatnya kemudian Terdakwa mengeluarkan air mani di
luar vagina korban, Saksi Korban sempat meronta dan melawan akan
tetapi ditindih oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 (orang tua korban) pada pokoknya
menerangkan bahwa Saksi Korban menceritakan kejadian pemerkosaan
yang dialaminya tersebut kepada 1 dan Saksi 2, dan sesudah kejadian
tersebut mertua Terdakwa dan kedua ipar Terdakwa datang ke rumah
Saksi Korban dan bertemu dengan Saksi 1 dan Saksi 2 untuk meminta
maaf dan mohon diselesaikan secara baik-baik dan damai, tetapi Saksi 1
dan Saksi 2 tidak mau, demikian juga istri Terdakwa menelepon Saksi 1
dan Saksi 2, untuk diselesaikan secara damai dan baik;

- Bahwa Saksi 3 dan Saksi 4 pada pokoknya menerangkan bahwa melihat
Saksi Korban berjalan kaki dan Terdakwa naik sepeda motor mendekati
saksi korban, lalu Terdakwa pergi, sesudah itu Saksi Korban masuk ke
dalam rumah Saksi 3 meminta air minum, dimana saat itu Saksi Korban
dalam keadaan takut dan tangannya gemetar, tetapi tidak menceritakan
tentang kejadian yang dialaminya;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli (dr. Yasinta Adolfina) dan Visum et
Repertum ternyata pada alat kemaluan korban ditemukan luka lecet pada
bibir kemaluan, luka lecet pada batas antara lubang kemaluan dan lubang
anus dan robekan lama pada selaput dara;

- Bahwa sedangkan keterangan Saksi 5, Saksi 6 bersesuaian dengan
keterangan Terdakwa yang menyatakan sekitar pukul 11.00 WITA Saksi 5
bersama Saksi 6 cerita-cerita sambil makan bersama Terdakwa di
ruangan makan, pada saat kami sementara makan, Saksi Korban
memanggil Terdakwa sambil berkata “Bapak apakah kop suratnya seperti
ini”, kemudian Saksi 6 mengatakan kepada Terdakwa biar Saksi 6 yang
membantu Saksi Korban untuk membuat kop surat tersebut, kemudian
Saksi 6 membantu Saksi Korban membuat kop surat dan setelah Saksi 6
menunjukkan cara membuat kop surat, Saksi 6 langsung ke luar dan

Saksi 5 bersama Saksi 6 dan Terdakwa berangkat menuju ke Kupang,
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pada saat itu Terdakwa yang berjalan duluan baru Saksi Alexander
berboncengan dengan Saksi 6 mengikuti Terdakwa dari belakang dan
kami berpisah di Jalan Banteng (jembatan air nona), saat itu Terdakwa
menuju ke Kuanino sedangkan Saksi 5 dengan Saksi 6 menuju ke
kampus, sehingga diperoleh petunjuk pada saat yang sama memang
benar Terdakwa pada saat itu sedang makan di ruang makan bersama
saksi 5, sedangkan Saksi 6 yang datang menemui Saksi Korban untuk
membantu membuat kop surat;

- Bahwa fakta hukum dalam Putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri
Oelamasi (halaman 26) disebutkan “Bahwa benar Terdakwa melakukan
perkosaan terhadap Saksi Korban dengan cara Terdakwa memeluk Saksi
Korban dari arah belakang dan membanting tubuh Saksi Korban di atas
ranjang, kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam
Saksi Korban lalu Terdakwa mulai mencium Saksi Korban di bagian leher
dan di pipi secara berulang-ulang kali, setelah itu Terdakwa memasukkan
jari-jari tangan kanannya di bagian kemaluan (vagina) Saksi Korban
secara berulang-ulang kali, lalu Terdakwa membuka celana pendek kain
dan celana dalamnya, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya (penis)
ke dalam kemaluan Saksi Korban (vagina) dan menggerakkan pantatnya
naik turun lebih kurang 3 (tiga) menit’;

- Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri Oelamasi (halaman
40) tentang fakta-fakta dan keterangan saksi yang saling bertentangan
mengenai posisi dan keberadaan Terdakwa (berdasarkan keterangan
saksi a de charge) tersebut, sehingga menjadi alasan kuat Judex Facti
membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum adalah
merupakan pertimbangan yang keliru, karena untuk menentukan
Terdakwa terbukti bersalah atau tidak bersalah adalah dengan
terpenuhinya alat bukti ditambah keyakinan Hakim yaitu keterangan Saksi
Korban dan hasil Visum et Repertum ditambah petunjuk dari saksi lainnya
yaitu Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4i sebagaimana keterangan para

saksi tersebut telah dipertimbangkan di atas;
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Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan
Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 285 KUHP
sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut
Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan untuk
menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan juga agar perbuatan Terdakwa
tidak diikuti/dicontoh oleh masyarakat lainnya, maka kepada Terdakwa
haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh
Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk
mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum
tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor
45/Pid.B/2020/PN OIlm tanggal 11 Mei 2020 untuk kemudian Mahkamah
Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana
yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung
akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan
bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa selaku pelayan gereja seharusnya memberikan contoh yang
baik kepada umatnya;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk meminta maaf kepada
keluarga korban meskipun orangtua korban tidak menerima;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk
membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 285 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-
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Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT

UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN KUPANG tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 45/Pid.B/
2020/PN OIlm tanggal 11 Mei 2020 tersebut;
MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS WINDU alias NUS terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Pemerkosaan”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 8 (delapan) tahun;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam garis garis pultih;

- 1 (satu) potong celana dalam warna putih pada bagian tengah ada
bercak darah;

- 1 (satu) potong baju kaos warna hijau;

Dikembalikan kepada Saksi Windi Ariance Bessie;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada

hari Selasa, tanggal 22 September 2020 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh,
S.H., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung
sebagai Ketua Majelis, Soesilo, S.H., M.H., dan Hidayat Manao, S.H., M.-H.,
Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
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oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina
Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut

Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./ Ttd./

Soesilo, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.
Ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.
NIP. : 19611010 198612 2 001
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